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Abstrak
 

Dalam struktur ketatanegaraan, Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif (executif power)

yang melaksanakan sistem peradilan pidana yang ada dalam ruang Iingkup kekuasaan kehakiman (judiciary

power). Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Kejaksaan mengikuti politik penegakan hukum yang

ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Jaksa tidak boleh diintervensi oleh

siapa pun ketika menangani suatu perkara, agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah tahun 1959, terdapat perbedaan penting dilihat dari sisi

pelaksanaan penegakan hukum seiring dengan perubahan status Jaksa Agung dan Struktur Organisasi

Kejaksaan. Sebelum tahun 1959, Jaksa Agung disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung dan secara

administartif menjadi bawahan Menteri Kehakiman karena Kejaksaan berada dalam lingkungan Departemen

Kehakiman. Walaupun begitu Jaksa Agung punya kemandirian karena ia diangkat oleh Presiden selaku

Kepala Negara sampai usia pensiun, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum dengan baik, bahkan

terhadap Menteri Kehakiman sekalipun. Setelah tahun 1959, Presiden Soekarno manjadikan Jaksa Agung

sebagai Menteri/Pembantu Presiden disusul dipisahkannya Kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi

lembaga yang mandiri. Kebijakan itu diikuti oleh para Presiden penggantinya dengan sedikit modifikasi

yaitu sebagai pejabat setingkat menteri, namun tetap menjadi anggota kabinet/Pembantu Presiden. Kedua

perubahan itu, justru membuat pelaksanaan penegakan hukum semakin merosot. Kejaksaan mudah

disalahgunakan oleh penguasa untuk memukul lawan-lawan politiknya. Secara kelembagaan, Kejaksaan

mandiri namun independensi Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi pudar

karena ia Pembantu Presiden yang dapat diberhentikan kapan saja oleh Presiden. Jaksa yang semula ada

dalam korsa pegawai kehakiman (judicial service), berubah menjadi korsa pangreh praja (civil service),

bahkan semi militery service. Otonomi individual Jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum

menjadi hilang.

......

In the constitucional structure, prosecution service represents the part of executive power which enforce the

criminal justice system in scope of judiciary power. As a part of executive power, prosecution service

follows the law enforcement politic is specified by government. Prosecutor is the part of judiciary power; he

can not intervene by everyone even when handling a case, so that law enforcement is ambulatory better. In

two periods, that is before 1959 and after it there are important difference seen from law enforcement along

with change of status of Attorney General and organization structure of prosecution service. Before 1959,

Attorney General is referred as Attorney General of the Supreme Court of Justice and administratively

become the subordinate of Minister of Justice because Prosecution Service stays in Department of Justice.

Nevertheless, Attorney General has independence because he is appointed by president as a chief nation

until retired age, so that they can execute law enforcement better, even to Minister of Justice. After 1959,

Soekarno made Attorney General as Minister/auxiliary of President, and then Prosecution Service is
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dissociated from Department of Justice become independence institute. This policy followed by presidents

after him by little modification that is as official in the level of minister, but remains to be cabinet

member/auxiliary of President. These changes exactly make law enforcement more declines. Prosecution

service is misused by the government to fight against the political enemy. In institute, prosecution service is

independent but the independence of Attorney General in enforce the task and the authority become faded

away because he just auxiliary of president which can be riffed any time by president. At the first, the

prosecutor is in the Judicial Service then change into the Civil Service, even become the Semi Military

Service. Individual autonomy of prosecutor in executing the task of law enforcement become loses.


